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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI I 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO. JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RUU tentang 
Penyiaran 

Rapat Harmonisasi terkait RUU Penyiaran tanggal 17 
Januari 2024. 

Harmonisasi RUU Penyiaran  

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 
- 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI II 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  • Kementeria Dalam Negeri 

• KPU 

• Bawaslu 

• DKPP 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; dan/atau 

c. Kebijakan pemerintah. 

 

Rapat akan dilanjutkan pada 

tanggal 17 Januari 2024. 

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, 

Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan Plt. Dirjen Politik dan 

Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda 

konsultasi Rancangan Peraturan KPU, konsultasi Rancangan 

Peraturan Bawaslu, membicarakan hal-hal faktual, dan lain-lain, 

hari Selasa, 16 Januari 2024. 

 

 

2.  • Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi RI 

• BKN 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; dan/atau 

c. Kebijakan pemerintah. 

 

Rapat Kerja dan Rapat Dengar 

Pendapat Komisi II DPR RI 

dengan Menteri Pendayagunaan 

1. Dengan telah diumumkannya kebutuhan CASN tahun 2024 

oleh Presiden, Komisi II DPR RI meminta Kementerian 

PANRB segera menyelesaikan penyusunan RPP 

Manajemen ASN sebelum 30 April 2024 sebagaimana 

amanat UU No. 20 tahun 2023 tentang ASN mengingat 

pengadaan ASN merupakan salah satu materi yang diatur 

dalam PP Manajemen ASN.  
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara RI, dengan 

agenda tindaklanjut pembicaraan 

Rancangan Peraturan 

Pemerintah dari UU No. 2 Tahun 

2023 tentang ASN, evaluasi 

rekrutmen CASN 2023, dan lain-

lain, hari Rabu, 17 Januari 2024. 

2. Terkait belum optimalnya usulan formasi dari pemerintah 

daerah yang tidak terisi pada seleksi CASN Tahun 2023 

yaitu sebanyak 27,55% formasi CPNS dan 23,34% formasi 

PPPK, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PAN RB 

dan BKN untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi 

dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 

sehingga dalam seleksi CASN 2024 formasi yang 

disediakan berkesesuaian dengan kebutuhan pemerintah 

daerah. 

3. Dalam rangka menyelesaikan penataan Tenaga Non-ASN 

berjumlah 2,3 juta paling lambat pada Desember 2024 

mendatang, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PAN 

RB dan BKN menindaklanjuti kesepakatan dengan Komisi II 

DPR RI untuk memberikan kemudahan yang berpihak pada 

tenaga honorer agar diangkat sebagai PPPK. 

4. Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk memastikan 

ketersediaan anggaran yang cukup untuk pembayaran 

penghasilan ASN terutama PPPK di lingkungan pemerintah 

daerah. 

5. Dalam rangka mencegah berbagai permasalahan pada 

seleksi CASN 2023 muncul kembali, Komisi II DPR RI 

meminta Kementerian PANRB dan BKN melakukan upaya 

perbaikan dalam setiap tahapan seleksi CASN agar seleksi 

penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024 dapat berjalan 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

secara objektif, profesional dan transparan sehingga 

menghilangkan praktik-praktik perjokian serta kecurangan 

yang merugikan hak-hak warga negara. 

3.  • Kementeria Dalam Negeri 

• KPU 

• Bawaslu 

• DKPP 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; dan/atau 

d. Kebijakan pemerintah. 

 

Rapat Dengar Pendapat Komisi II 

DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua 

Bawaslu, Ketua DKPP, dan Plt. 

Dirjen Politik dan Pemerintahan 

Kementerian Dalam Negeri RI, 

dengan agenda konsultasi 

Rancangan Peraturan KPU, 

konsultasi Rancangan Peraturan 

Bawaslu, membicarakan hal-hal 

faktual, dan lain-lain, hari Rabu, 17 

Januari 2024. 

 

Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

(KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP 

RI) menyetujui: 

1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) 

tentang:   

a. Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota. 

b. Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan 

Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah. 

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan 

Penetapan Hasil Pemilihan Umum. 

d. Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan 

Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam 

Pemilihan Umum. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

e. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. 

 

2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Perbawaslu) tentang: 

a. Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

b. Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Negeri. 

Dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu RI memperhatikan 

saran dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian 

Dalam Negeri, dan DKPP RI. 

4.  • Pemerintah Daerah 

• KPU 

• Bawaslu 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; dan/atau 

c. Kebijakan pemerintah. 

 

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 

II DPR RI terkait persiapan dan 

kesiapan pemilu serentak 2024 

ke Kota Tangerang Selatan 

Provinsi Banten, Kabupaten 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Grobogan Provinsi Jawa Tengah, 

dan Kota Binjai Provinsi 

Sumatera Utara, pada tanggal 23 

– 25 Januari 2024. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI V 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Pelayaran 

(Undang-Undang tentang 

Pelayaran 

Rapat dengan Badan Keahlian 

DPR RI dilaksanakan pada 

Rabu, 17 Januari 2024 . 

Membahas perkembangan penyusunan Rancangan 

Undang undang tentang Perubahan Kedua atas UU No 

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  1. Menteri Perhubungan 

2. Menteri PUPR 

3. Kepala BMKG  

4. Kepala Badan Nasional 

Pencarian Dan Pertolongan/ 

Basarnas 

5. Kakorlantas POLRI 

Raker dan RDP  

dilaksanakan pada Kamis, 

tanggal 18 Januari 2024. 

Membahas evaluasi terhadap pelaksanaan Angkutan Libur 

Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. 

 

2.  Gerakan Masyarakat Arus Bawah 

(GEMA ABAH) dan  Gerakan 

Masyarakat  Parungpanjang Untuk 

Perubahan (GAMPAR) 

RDPU dilaksanakan pada 

Senin,  tanggal 22 Januari 

2024. 

Membahas permasalahan terkait kerusakan  

Jalan Provinsi sepanjang Parungpanjang - Cigudeg yang 

dilalui Mobil pengangkut pasir dan batu. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IX 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Rapat Pimpinan Komisi IX DPR 
RI 

Penyusunan Program Kerja Komisi IX DPR RI pada 

Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 pada 

Selasa, 16 Januari 2024. 

Tertutup  

2.  

 

Rapat Internal Komisi IX DPR RI
  

Pembahasan dan Penetapan Pogram Kerja Komisi IX 

DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 

2023-2024 pada Selasa, 16 Januari 2024. 

 

Tertutup  

3.  Rapat Dengar Pendapat dengan 
Sekretaris Utama Badan 
Kependudukan dan Keluarga 
Berencana (BKKBN) dan BPJS 
Ketenagakerjaan 

Pelaksanaan Program Kemitraan Tahun 2024 pada 

Selasa, 23 Januari 2024. 

Tertutup  
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI X 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. 
 
 

RUU tentang Kepariwisataan 16 Januari 2024. 

Rapat Intern Panja RUU 

tentang Kepariwisataan. 

 

Panja RUU tentang Kepariwisataan akan memberikan 

masukan secara tertulis terhadap Draf RUU tentang 

Kepariwisataan terkini, dan Panja masih memandang perlu 

untuk melakukan forum RDP, RDPU, maupun forum lainnya 

dalam rangka penguatan substansi kebudayaan. 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 
 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. 
 
 

Plt. Kepala Perpustakaan 

Nasional RI 

17 Januari 2024. 

RDP Komisi X DPR RI dengan 

agenda:  

1. Realisasi program kerja 

dan anggaran TA 2023 

sampai akhir Desember 

2023. 

2. Tindak lanjut Laporan 

Panja Peningkatan 

1. Perpusnas RI menyampaikan bahwa realisasi anggaran APBN 

TA 2023 sampai dengan akhir Desember 2023 adalah 99,16% 

atau Rp708.257.051.872,00 (tujuh ratus delapan miliar dua 

ratus lima puluh tujuh juta lima puluh satu ribu delapan ratus 

tujuh puluh dua rupiah), dari total pagu TA 2023 sebesar 

Rp714.273.367.000 (tujuh ratus empat belas miliar dua ratus 

tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). 

2. Komisi X DPR RI mengapresiasi Perpusnas RI yang telah 

menindaklanjuti rekomendasi Panja Peningkatan Literasi dan 

Tenaga Perpustakaan. 
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NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Literasi dan Tenaga 

Perpustakaan. 

3. Penyampaian DIPA TA 

2024 sesuai amanat 

Rapat Dengar Pendapat 

15 November 2023 

sebagai bahan persiapan 

pengawasan dalam 

pelaksanaan APBN TA 

2024. 

 

3. Komisi X DPR RI mendorong Perpusnas RI untuk: 

a. Terus berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan 

untuk meningkatkan literasi.  

b. Melakukan koordinasi dengan Kemendikbudristek RI terkait 

kebijakan yang mengatur mengenai perpustakaan, di 

antaranya perpustakaan daerah, perpustakaan desa, 

perpustakaan sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat 

(TBM). 

c. Meningkatkan rasio pemanfaatan perpustakaan oleh 

masyarakat, terutama bagi masyarakat usia produktif.  

d. Menjadikan peningkatan literasi sebagai gerakan, bukan 

sekedar program. 

e. Menjalankan amanat pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang belum 

terlaksana.  

2.  1. Sekjen 

Kemendikbudristek 

2. Dirjen Diktiristek 

Kemendikbudristek 

3. Aliansi Mahasiswa 

Pejuang Beasiswa 

Pendidikan Indonesia 

(BPI) 2023 

4. Pergerakan Dokter 

Muda Indonesia 

17 Januari 2024. 

RDP/RDPU Komisi X DPR 

RI dengan agenda: 

1. Penyampaian aspirasi 

terkait Beasiswa 

Pendidikan Indonesia 

(BPI) 2023. 

2. Kebijakan mengenai 

Beasiswa Pendidikan 

Indonesia tahun 2023 

Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. 

a. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan dan aspirasi dari Aliansi 

Mahasiswa Pejuang BPI 2023 dan menyampaikan 

perkembangannya kepada Komisi X DPR RI, paling lambat 

tanggal 6 Februari 2024.  

b. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk 

mengeluarkan kebijakan afirmasi untuk dosen PTS, PTN dan 

PTNB calon pendaftar BPI dengan memberikan 
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NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

 dan 2024. 

3. Penyampaian aspirasi 

terkait kebijakan 

pendidikan kedokteran 

dan hambatan 

pengadaan dokter. 

pembinaan/pendampingan dalam proses pengajuan beasiswa 

agar mencapai standar minimal.  

c. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk 

melakukan evaluasi kebijakan mengenai beasiswa pendidikan, 

antara lain penyampaian hasil seleksi wawancara beasiswa 

yang transparan.  

d. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk 

menindaklanjuti saran dan masukan dari PDMI sesuai tugas 

dan fungsinya di bidang pendidikan. Selanjutnya agar 

Kemendikbudristek RI melakukan koordinasi dengan 

Kemenkes, khususnya terkait rasio rendahnya ketersediaan 

Dokter.  
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI XI 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

No  KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1  Rapat Internal Komisi XI DPR RI 

dilaksanakan tanggal 16 Januari 

2024. 

Pembahasan dan mengesahan Jadwal Kegiatan Komisi XI Masa 

Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, dan lain-lain.  

Tertutup. 

2. UMKM binaan Bank 

Indonesia di Kota 

Surabaya 

Kunjungan kerja ke Provinsi Jawa 

Timur, Kota Surabaya tanggal 22 

– 24 Januari 2024. 

Fungsi Pengawasan terhadap UMKM binaan Bank Indonesia di 

Kota Surabaya. 

 

3. UMKM binaan Otoritas 

Jasa Keuangan di 

Kabupaten Sidoarjo 

Kunjungan kerja ke Provinsi Jawa 

Timur, Kabupaten Sidoarjo 

tanggal 22 – 24 Januari 2024. 

Fungsi Pengawasan terhadap UMKM binaan Otoritas Jasa 

Keuangan di Kabupaten Sidoarjo. 

 

4. Bank peserta penjaminan 

LPS di Kabupaten Gresik 

Kunjungan kerja ke Provinsi Jawa 

Timur, Kabupaten Gresik tanggal 

22 – 24 Januari 2024 

Fungsi Pengawasan terhadap Bank peserta penjaminan LPS di 

Kabupaten Gresik 

 

5. Badan Supervisi Otoritas 

Jasa Keuangan dan 

Badan Supervisi Lembaga 

Penjamin Simpanan 

Rapat Internal Komisi XI DPR RI 

dilaksanakan tanggal 25 Januari 

2024. 

Arahan Komisi XI DPR RI kepada Badan Supervisi Otoritas Jasa 

Keuangan dan Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan. 

Tertutup.  
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No  KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

6. Mahasiswa S2 Magister 

Manajemen Universitas 

Prasetiya Mulya 

Rapat Dengar Pendapat Umum 

dilaksanakan tanggal 25 Januari 

2024. 

1. Komisi XI DPR RI telah menerima Audiensi mahasiswa S2 

Magister Manajemen dan Dosen Universitas Prasetiya Mulya 

yang berjumlah 38 peserta. 

2. Komisi XI DPR RI dengan mahasiswa S2 Magister Manajemen 

dan Dosen Universitas Prasetiya Mulya telah melakukan diskusi 

terkait representasi Komisi XI tentang siklus bisnis, keuangan 

dan makroekonomi Indonesia selama 5 tahun terakhir.  
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

BADAN LEGISLASI 

  

NO JUDUL RUU/PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Rapat Pimpinan Badan Legislasi 

DPR RI, Selasa, 16 Januari 2024 

pukul 11.00 WIB. 

Agenda acara pembahasan Rancangan Jadwal Rapat-Rapat 

Badan Legislasi pada Masa Sidang III TS 2023-2024. 

 

2.  Rapat Pleno Badan Legislasi 

DPR RI, Selasa, 16 Januari 2024 

pukul 13.00 WIB dengan agenda 

Penetapan Rancangan jadwal 

Rapat-Rapat Badan Legislasi 

Masa Sidang III TS 2023-2024. 

Rapat Badan Legislasi dalam rangka penetapan jadwal acara 

rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan III Tahun 

Sidang 2023-2024 menyepakati/menyetujui:  

1. Kegiatan Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 akan 

diisi dengan kegiatan untuk penyusunan RUU, 

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 

konsepsi RUU usulan Komisi, serta pembahasan RUU 

yang ditugaskan kepada Badan Legislasi. 

2. Pembahasan RUU tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2024-2045 

pada Masa Sidang III ini akan memberikan ruang 

partisipasi publik dalam kegiatan RDP/RDPU. 

3. Untuk kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

 

3. RUU tentang Penyiaran Rapat Badan Legislasi, Rabu, 17 

Januari 2024 pukul13.00 WIB 

dalam rangka 

Pengharmonisasian, 

1. Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian harmonisasi RUU 

tentang Penyiaran. 

2. Rapat Badan Legislasi dalam rangka membahas hasil 

kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan 
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pembulatan, dan pemantapan 

konsepsi RUU. 

pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran 

menyetujui/menyepakati: 

1) Judul RUU yang semula berbentuk penggantian 

atas Undang-Undang tentang Penyiaran (RUU 

tentang Penyiaran) menjadi RUU tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang 

Penyiaran; 

2) Pengusul RUU akan memperbaiki draf RUU tentang 

Penyiaran dalam format RUU perubahan, yang 

kemudian akan disampaikan kembali kepada Badan 

Legislasi; 

3) Kepada Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli 

Pengusul RUU untuk dapat saling berkoordinasi 

dalam rangka memperbaiki draf RUU tentang 

Penyiaran; 

4) Seluruh masukan/pandangan yang telah 

disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota 

Badan Legislasi akan menjadi bahan pertimbangan 

Panja dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran. 

4. 17 (tujuh belas) RUU 
tentang Kabupaten/Kota 
(Term II) 

Rapat Panja Badan Legislasi, 

Kamis, 18 Januari 2024 pukul 

13.00 WIB dalam rangka 

pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan 

konsepsi 17 (tujuh belas) RUU 

1. Rapat bersifat tertutup; 

2. Pengambilan Keputusan/Pendapat Mini Fraksi atas hasil 

pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan 

konsepsi atas 17 (tujuh belas) RUU tentang 

Kabupaten/Kota (Term II) dijadwalkan pada Kamis, 18 

Januari 2024 pukul 15.00 WIB. 
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tentang Kabupaten/Kota (Term 

II) 

5. Rapat Badan Legislasi, Kamis 18 

Januari 2024 pukul 15.00 WIB 

dalam rangka Pengambilan 

Keputusan/Pendapat Mini Fraksi 

atas hasil pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan 

konsepsi 17 (tujuh belas) RUU 

tentang Kabupaten/Kota (Term 

II). 

Rapat Badan Legislasi memutuskan menyetujui:  

1. Menerima Laporan Ketua Panja pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan konsepsi 17 (tujuh belas) 

RUU tentang Kabupaten/Kota yaitu: (RUU tentang 

Kabupaten Bintan, RUU tentang Kabupaten Lampung 

Selatan, RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah, RUU 

tentang Kabupaten Lampung Utara, RUU tentang 

Kabupaten Batang Hari, RUU tentang Kabupaten Kerinci, 

RUU tentang Kabupaten Merangin, RUU tentang Kota 

Jambi, RUU tentang Kabupaten Bengkalis, RUU tentang 

Kabupaten Indragiri Hulu, RUU tentang Kabupaten 

Kampar, RUU tentang Kota Pekanbaru, RUU tentang 

Kabupaten Lima Puluh Kota, RUU tentang Kabupaten 

Agam, RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman, RUU 

tentang Kabupaten Pasaman, dan RUU tentang 

Kabupaten Pesisir Selatan); 

2. Berdasarkan pandangan mini 9 (sembilan) Fraksi (F-PDI 

Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-PNasDem, F-PKB, F-P 

Demokrat, FPKS, F-PAN, dan F-PPP) yang telah 

disampaikan menyatakan menyetujui hasil 

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 

konsepsi 17 (tujuh belas) RUU tentang Kabupaten/Kota 

diusulkan menjadi RUU Usul DPR dan diserahkan kepada 

Pengusul RUU untuk diproses sesuai dengan ketentuan 

 



MS III Tahun Sidang 2023-2024 
(16 – 26 Januari 2024) 
 

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN 17 

 

NO JUDUL RUU/PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR 

RI tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang. 

6. RUU tentang Statistik. Rapat Koordinasi Tim Ahli Badan 

Legislasi dengan Tim Teknis 

Badan Pusat Statistik, Jum’at 19 

Januari 2024 pukul 10.00 WIB 

dalam rangka penyusunan RUU 

tentang Statistik. 

1. Rapat Koordinasi dilakukan dalam rangka 

mendapatkan/menerima masukan dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) atas kegiatan penyusunan RUU tentang 

Statistik. 

2. Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Teknis BPS akan 

mengadakan pertemuan lanjutan dalam rangka 

mempersiapkan masukan/pandangan untuk 

penyempurnaan draf RUU tentang Statistik 

 

7. DPRD Kota Salatiga Audiensi Sekretariat Badan 

Legislasi dengan, Selasa 23 

Januari 2024 pukul 10.00 WIB. 

1. Bapemperda DPRD Kota Salatiga dan Sekretariat DPRD 

serta Dinas Kominfo Kota Salatiga melakukan kunjungan 

ke Sekretariat Badan Legislasi dalam rangka untuk 

mengetahui lebih mendalam atas penyebarluasan 

informasi pembentukan Undang-Undang melalui website 

(Aplikasi Sistem Informasi Legislasi). 

2. Sekretariat Badan Legislasi didampingi oleh Kepala 

Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi (TKTI) Pustekinfo 

Setjen DPR RI berserta jajaran. 
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1. KSB – BKSAP Rapat Koordinasi BKSAP 
DPR RI dengan Kemlu RI 
“Kinerja Diplomasi 
Indonesia: Catatan BKSAP 
dan Paparan Kemlu RI 
tentang Proyeksi Diplomasi 
Indonesia tahun 2024” 
tanggal 16 Januari 2024. 

Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI bertemu dan berdiskusi dengan 
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dengan topik “Kinerja Diplomasi 
Indonesia: Catatan BKSAP dan Paparan Kemlu RI tentang Proyeksi 
Diplomasi Indonesia tahun 2024”. 

Memasuki tahun 2024, BKSAP DPR RI akan terus meningkatkan 
komitmennya dalam memperkuat diplomasi parlemen untuk mendukung 
pelaksanaan politik luar negeri RI sesuai dengan UUD 1945 dan 
kepentingan nasional. 

Melalui pertemuan ini, terdapat penguatan sinergitas antara BKSAP DPR 
RI dengan Kementerian Luar Negeri, mengingat tahun ini akan ada 
beberapa event yang akan dilaksanakan dan DPR RI menjadi tuan rumah 
dari penyelenggaraan event tersebut, salah satunya adalah forum 
Parliamentary Session at 10th World Water Forum pada bulan Mei 2024 
ini. 

DPR RI juga akan terus berpartisipasi aktif dalam forum organisasi antar-
parlemen di tingkat regional dan internasional. Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan posisi tawar (leverage) dan kredibilitas Indonesia di dunia 
internasional.  
Dalam konteks diplomasi di kawasan Pasifik, DPR RI juga akan 
melanjutkan dan memperkuat engagement kita dengan parlemen negara-
negara Pasifik dengan menggelar IPPP kedua. Kegiatan ini rencananya 
akan dilaksanakan pada kira-kira bulan Agustus 2024. 
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2. KSR - BKSAP Task Force Meeting on the 
Establishment of AIPA 
Digital Law Library and the 
Enhancement Guidelines 
of AIPA’s Engagement with 
Externals tanggal 17 – 18 
Januari 2024. 

Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana menghadiri Task Force 

Meeting on the Establishment of AIPA Digital Law Library and the 

Enhancement Guidelines of AIPA’s Engagement with Externals yang 

dilaksanakan di Kantor Sekretariat Permanen ASEAN, Jakarta dan dihadiri 

oleh perwakilan dari 9 (sembilan) Parlemen Anggota AIPA yaitu Brunei 

Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapura, 

Thailand, dan Vietnam. 

Pertemuan Task Force ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Komite 

Eksekutif pada Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly 

(AIPA) tanggal 5-11 Agustus 2023 lalu di Jakarta, di mana Komite 

Organisasi menyepakati pembentukan Task Force/Working Group untuk 

membahas lebih jauh pembentukan AIPA Digital Law Library, dan 

penyempurnaan Guidelines of AIPA’s Engagement with Externals. 

Terkait Guidelines of AIPA’s Engagement with Externals, Indonesia 

merekomendasikan untuk dilakukannya peninjauan mekanisme penetapan 

kontribusi wajib bagi observer, menganalisa efektifitas kontribusi wajib 

dalam korelasinya dengan ekspektasi AIPA. Indonesia juga berharap 

penetapan kontribusi wajib observer tidak mengganggu independensi 

proses perancangan, pembahasan dan adopsi resolusi pada Sidang 

Young Parliamentarians of AIPA dan Women Parliamentarians of AIPA 

(WAIPA) yang kemudian diklarifikasi Sekretariat AIPA bahwa privillege 

keterlibatan yang didapat oleh observer yang membayar kontribusi hanya 

sebatas pada forum di luar Sidang Young Parliamentarians of AIPA dan 

Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA) itu sendiri. 

Delegasi Indonesia mengusulkan untuk kepentingan AIPA agar dapat 

mempertimbangkan pengaturan secara terperinci dalam guidelines perihal 
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observer yang secara formal tidak melanjutkan status keterlibatan 

formalnya dengan AIPA, dengan metode pengajuan kembali status 

observer jika kembali menunjukkan minat kepada AIPA. 

Berkenaan dengan pembentukan AIPA Digital Law Library, Indonesia 

memberikan masukan agar dapat dielaborasi pada rules or procedures 

mengenai beberapa hal, yaitu: 1) pendanaan  dan keberlangsungan 

website yang akan dibuat; 2) aksesibilitas dan kemudahan 

penggunaannya; 3) teknik pengintegrasian dokumen dari websites yang 

telah ada, seperti ASEAN Law Resources dari National University of 

Singapore, misalnya; dan 4) meningkatkan kesadaran serta diseminasi 

informasi tentang pengembangan digital library ini sebagai sebuah proses 

jangka panjang dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang lebih luas. 

3. KSOI - BKSAP BKSAP DAY: Peran 
BKSAP dalam Menguatkan 
Diplomasi Negara – 
Demak, Jawa Tengah 
tanggal 23 Januari 2024. 

BKSAP DPR RI bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Demak menggelar acara BKSAP Day pada hari Selasa, 23 Januari 2024 di 
Pendopo Satya Bhakti, Kabupaten Demak – Jawa Tengah. 

Acara yang bertajuk “Peran BKSAP dalam menguatkan Diplomasi 
Pemerintah” ini dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Gilang 
Dhielafararez (F-PDIP). Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua BKSAP 
DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-PD) dan Dr. Sukamta (F-PKS) serta 
anggota BKSAP DPR RI, Paramitha Widya Kusuma (F-PDIP) dan Gus 
Rojih (F-PPP). 

Acara ini juga turut dihadiri oleh Bupati Dema, Dr. Hj. Estianah, 
Forkompimda Demak, Pengurus Persatuan Guru Seluruh Indonesia 
(PGSI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan perwakilan 
mahasiswa Universitas Sultan Fatah Demak. 
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4. KSOI - BKSAP IPU Webinar Series: 
Health Equity Challenge in 
Climate Emergency 
tanggal 25 Januari 2024. 

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Ibu Linda 
Megawati menjadi salah satu panelis dalam webinar series yang 
diselenggarakan Inter-Parliamentary Union (IPU), Kamis (25/1/2024). 
Diskusi yang dimoderatori oleh Ms. Patricia Torsney (Permanent Observer 
and Head of the New York Office - IPU) mengangkat tema “Health Equity 
Challenges in Climate Emergencies – Voices from the Field”. 

Beberapa hal yang diterangkan Linda dalam diskusi virtual ini. 
Diantaranya, upaya Indonesia yang akan segera memiliki road map 
Perlindungan Sosial Adaptif, yang mengintegrasikan sektor perlindungan 
sosial, adaptasi perubahan iklim, dan manajemen risiko bencana.  

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga menyampaikan bahwa Indonesia 
telah meningkatkan alokasi anggaran untuk penanganan bencana di 
sektor kesehatan sebesar 15 persen pada tahun fiskal terakhir. “Ini 
merupakan komitmen kami untuk memperkuat sistem kesehatan dalam 
menghadapi perubahan iklim,” tegas Linda. 

 

5. KSB - BKSAP Courtesy Call Ketua 
BKSAP DPR RI dengan 
Duta Besar RRT untuk 
Indonesia tanggal 26 
Januari 2024. 

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. H. Fadli Zon (F-PGerindra) menerima Duta 
Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, H.E. Mr. Lu Kang pada 
hari Jumat (26/01/24). 

Pertemuan membahas upaya – upaya peningkatan hubungan kerja sama 
antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok dalam berbagai bidang, 
termasuk kerja sama antar-parlemen kedua negara. Dibahas pula situasi 
terkini Indonesia dalam menghadapi Pemilu pada bulan Februari 
mendatang. 
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Kedepannya diharapkan Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok dapat 
terus meningkatkan hubungan kerja sama serta hubungan antar-
masyarakat kedua negara. 
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1.  Rapat Pimpinan BURT, Selasa, 

16 Januari 2024. 

  

2.  Rapat Intern BURT, 

Selasa, 16 Januari 2024. 

 

Agenda: Pembahasan 

Rancangan Jadwal Kegiatan 

BURT Masa Sidang III Tahun 

Sidang 2023-2024. 

  

3. Pimpinan AKD dan 
Setjen DPR R 

Rapat BURT,  

Rabu, 17 Januari 2024. 

 

Agenda: Penyerahan DIPA AKD 

Tahun 2024. 

  

4. Setjen DPR RI Rapat BURT,  

Kamis, 18 Januari 2024. 

 

Agenda: Nojel Realisasi 

Anggaran DPR RI Triwulan IV 

Tahun 2023. 

Realisasi anggaran DPR RI sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 

2023 sebesar Rp6.050.433.642.155,- (Enam triliun lima puluh 

miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh 

dua ribu seratus lima puluh lima ribu rupiah) atau 99,22% dari 

pagu sebesar Rp6.098.212.555.000,- (Enam triliun sembilan puluh 

delapan miliar dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh lima 

ribu rupiah). 

 

5. Rapat Panja BURT,  
Kamis, 18 Januari 2024. 

1. Realisasi Anggaran DPR RI Satker Dewan sampai dengan akhir 

Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp4.382.298.441.828,- 
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Agenda:  
1. Panja Realisasi Anggaran 

DPR RI Triwulan IV Tahun 
2023 Satker Dewan. 

2. Panja Realisasi Anggaran 
DPR RI Triwulan IV Tahun 
2023 Satker Setjen. 

(Empat triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar dua ratus 

sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu 

ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) atau 99,10% dari 

pagu sebesar Rp4.422.245.922.000,- (Empat triliun empat 

ratus dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh lima juta 

sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah). 

2. Realisasi Anggaran DPR RI Satker Setjen sampai dengan akhir 

Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp1.668.135.200.327,- (Satu 

triliun enam ratus enam puluh delapan miliar seratus tiga 

puluh lima juta dua ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh 

rupiah) atau 76,89% dari pagu sebesar Rp1.675.966.633.000,- 

(Satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus 

enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). 

6. Rapat BURT, 
Kamis, 18 Januari 2024. 
 
Agenda: Laporan Panja-Panja 
BURT 
1. Panja Realisasi Anggaran 

DPR RI Triwulan IV Tahun 
2023 Satker Dewan. 

2. Panja Realisasi Anggaran 
DPR RI Triwulan IV Tahun 
2023 Satker Setjen. 

  

 
***** 


